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Narasumber: Ketua KPU Deli Serdang, Relis Yanthy Panjaitan
Judul Penelitian: Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Pemungutan Suara Susulan pada Pilkada Deli Serdang Akibat Bencana Banjir (Studi Kasus di KPU Deli Serdang)
Rumusan Masalah 1

Bagaimana menganalisis pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir?
1.Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh KPU Deli Serdang dalam menentukan bahwa pemungutan suara susulan dapat dilaksanakan akibat bencana banjir?

Jawaban: Dasar hukum yang kami gunakan terutama adalah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah, serta Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam PKPU tersebut diatur bahwa pemungutan suara susulan dapat dilaksanakan apabila bencana alam atau gangguan lain mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Jadi, keputusan tidak hanya didasarkan pada adanya hujan atau genangan, tetapi pada fakta bahwa kondisi banjir benar-benar menghambat penyelenggara dan pemilih sehingga tahapan di TPS tidak mungkin dilanjutkan secara aman dan sesuai prosedur.

2.Peraturan apa saja yang menjadi pedoman KPU Deli Serdang dalam mengambil keputusan terkait pemungutan suara susulan pada Pilkada?

Jawaban: Pedoman kami meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar perlindungan hak pilih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. Untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten, ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan resmi KPU Kabupaten Deli Serdang, termasuk Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024. Keputusan daerah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan tindakan administratif yang bersumber dari kewenangan dan prosedur yang diberikan oleh undang-undang serta peraturan KPU.

3.Bagaimana ketentuan hukum mengatur keadaan bencana banjir sebagai alasan dilaksanakannya pemungutan suara susulan?

Jawaban: Bencana banjir dapat menjadi alasan pemungutan suara susulan apabila dampaknya menyebabkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara pada TPS tertentu tidak dapat dilaksanakan. Ukuran yang digunakan bersifat objektif, misalnya TPS tidak dapat dibuka, akses pemilih dan petugas terputus, lokasi tidak aman, atau logistik pemilihan tidak dapat digunakan maupun didistribusikan. Banjir yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan belum otomatis menjadi dasar pemungutan suara susulan. Karena itu, setiap penetapan harus didukung laporan penyelenggara di lapangan, berita acara, dokumentasi, serta hasil verifikasi agar alasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.

4.Apakah terdapat mekanisme khusus dalam peraturan KPU mengenai penundaan atau pelaksanaan pemungutan suara susulan akibat keadaan force majeure seperti banjir?

Jawaban: Ada mekanisme khusus yang harus ditempuh. Informasi awal berasal dari KPPS yang mengetahui langsung keadaan TPS, kemudian disampaikan melalui PPS dan PPK kepada KPU Kabupaten. Setelah menerima laporan, KPU melakukan verifikasi terhadap kondisi lapangan melalui berita acara, dokumentasi foto atau video, keterangan penyelenggara, serta koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah setempat, dan aparat keamanan. Apabila terbukti tahapan tidak dapat dilaksanakan, KPU menetapkan penundaan dan jadwal pemungutan suara susulan melalui keputusan resmi. Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024, pemungutan suara susulan atau lanjutan harus dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara.

5.Bagaimana KPU Deli Serdang menafsirkan ketentuan hukum tentang pemungutan suara susulan agar tetap sejalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil?

Jawaban: Ketentuan mengenai pemungutan suara susulan kami tafsirkan sebagai mekanisme perlindungan hak pilih, bukan sebagai penyimpangan dari asas pemilihan. Walaupun waktunya berbeda, tata cara di TPS tetap harus sama dengan pemungutan suara reguler. Pemilih menggunakan haknya secara langsung berdasarkan daftar pemilih yang sah, tanpa tekanan, di bilik suara yang menjamin kerahasiaan, dan seluruh proses diawasi oleh pengawas serta saksi. Prinsip jujur dan adil dijaga dengan memastikan tidak ada pemilih yang menggunakan suara dua kali, tidak ada perlakuan khusus kepada peserta tertentu, logistik tetap aman, dan hasil pemungutan serta penghitungan dituangkan dalam dokumen resmi.

Rumusan Masalah 2
Bagaimana menganalisis pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir?
1.Bagaimana kronologi terjadinya banjir yang menyebabkan pemungutan suara di beberapa TPS pada Pilkada Deli Serdang harus ditunda atau dilaksanakan secara susulan?

Jawaban: Pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 terjadi hujan lebat yang berlangsung terus-menerus sehingga sejumlah wilayah di Kabupaten Deli Serdang mengalami banjir, bahkan terdapat gangguan longsor di wilayah tertentu. Kondisi tersebut menghambat akses pemilih dan petugas, mengganggu distribusi maupun penggunaan logistik, serta menyebabkan sebagian TPS tidak dapat membuka atau menyelesaikan seluruh tahapan sesuai jadwal. Laporan dari KPPS, PPS, dan PPK kemudian dihimpun serta diverifikasi oleh KPU Kabupaten. Berdasarkan keadaan tersebut, KPU menetapkan pelaksanaan pemungutan suara susulan dan/atau lanjutan pada 31 TPS melalui Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024.

2.Bagaimana prosedur yang dilakukan KPU Deli Serdang dalam menetapkan TPS yang terdampak banjir dan memerlukan pemungutan suara susulan?

Jawaban: Penetapan TPS terdampak dimulai dari laporan berjenjang oleh KPPS kepada PPS, kemudian diteruskan kepada PPK dan KPU Kabupaten. KPU tidak menetapkan suatu TPS hanya karena wilayahnya mengalami hujan atau genangan, tetapi menilai apakah kondisi tersebut benar-benar menyebabkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Laporan kemudian diverifikasi melalui berita acara, foto atau video, keadaan akses jalan, kondisi lokasi TPS, keamanan petugas dan pemilih, serta kondisi logistik. Hasil verifikasi dibahas bersama dan dikoordinasikan dengan Bawaslu serta pihak terkait sebelum ditetapkan dalam keputusan resmi KPU Kabupaten.

3.Bagaimana tahapan teknis pelaksanaan pemungutan suara susulan, mulai dari koordinasi, distribusi logistik, pemberitahuan kepada pemilih, hingga pelaksanaan di TPS?

Jawaban: Tahapan teknis diawali dengan koordinasi KPU bersama Bawaslu, PPK, PPS, KPPS, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk menentukan jadwal serta memastikan lokasi telah aman. Logistik yang sebelumnya tertahan atau diamankan diperiksa kembali, disiapkan, dan didistribusikan menuju TPS sesuai kebutuhan. Pemberitahuan kepada pemilih dilakukan melalui PPS dan perangkat desa atau kelurahan, pengumuman di lingkungan setempat, serta media informasi resmi KPU agar masyarakat mengetahui hari dan tempat pelaksanaan. Pada saat pemungutan suara susulan, KPPS tetap menjalankan tata cara biasa, mulai dari daftar hadir, pemberian surat suara, pencoblosan, penggunaan tinta, penghitungan suara, sampai pembuatan berita acara.

4.Apa saja kendala yang dihadapi KPU Deli Serdang dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan akibat banjir?

Jawaban: Kendala utama adalah kondisi banjir yang dapat berubah dengan cepat sehingga akses menuju TPS, pergerakan petugas, serta distribusi logistik tidak selalu dapat dipastikan. Selain itu, KPU bekerja dalam batas waktu yang terbatas karena pemungutan suara susulan harus dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara. Kendala lain adalah pemberitahuan kepada seluruh pemilih terdampak, terutama ketika jaringan komunikasi dan aktivitas masyarakat belum kembali normal. Kami juga harus menjaga keamanan serta keutuhan logistik dan memastikan masyarakat memahami bahwa pemungutan suara susulan dilakukan berdasarkan aturan, bukan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

5.Bagaimana bentuk koordinasi antara KPU Deli Serdang dengan Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara tingkat kecamatan/desa dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan?

Jawaban: Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan lintas lembaga. PPK, PPS, dan KPPS menyampaikan kondisi faktual dari tingkat kecamatan, desa, dan TPS, sedangkan KPU Kabupaten melakukan verifikasi serta menetapkan kebijakan. Bawaslu dilibatkan untuk mengawasi dasar penundaan, proses persiapan, pemungutan, dan penghitungan agar tidak terjadi pelanggaran. Pemerintah daerah dan perangkat desa membantu informasi kondisi bencana, akses lokasi, serta pemberitahuan kepada masyarakat. Aparat keamanan membantu pengamanan logistik, petugas, pemilih, dan lokasi TPS. Koordinasi tersebut diperlukan agar keputusan cepat tetap dibuat secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan Masalah 3
Bagaimana menganalisis keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir?
1.Menurut KPU Deli Serdang, bagaimana ukuran atau indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa pemungutan suara susulan akibat banjir sah secara hukum?

Jawaban: Indikator keabsahannya meliputi adanya dasar hukum yang jelas, keputusan dikeluarkan oleh KPU yang berwenang, alasan banjir terbukti secara objektif, dan prosedur penetapan dilakukan berdasarkan laporan serta verifikasi berjenjang. Pelaksanaannya juga harus berada dalam batas waktu paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara, menggunakan daftar pemilih yang sah, mengikuti tata cara pemungutan suara reguler, serta diawasi oleh Bawaslu, pengawas TPS, dan saksi. Selain itu, seluruh proses harus didukung berita acara, dokumentasi kondisi banjir, dokumen logistik, dan hasil pemungutan serta penghitungan suara. Apabila unsur kewenangan, prosedur, dan substansi tersebut terpenuhi, pemungutan suara susulan dapat dinyatakan sah.

2.Bagaimana KPU Deli Serdang memastikan bahwa pemungutan suara susulan tetap menjamin hak pilih masyarakat yang terdampak banjir?

Jawaban: Hak pilih masyarakat dijamin dengan terlebih dahulu mengidentifikasi TPS yang benar-benar tidak dapat melaksanakan pemungutan suara akibat banjir. Setelah jadwal susulan ditetapkan, KPU menyampaikan pemberitahuan secara aktif melalui penyelenggara tingkat desa, perangkat pemerintahan setempat, pengumuman lingkungan, dan media resmi. Lokasi pemungutan harus dipastikan aman serta dapat dijangkau, dan daftar pemilih yang digunakan tetap daftar yang sah pada TPS tersebut agar tidak terjadi pemilih ganda atau masuknya pihak yang tidak berhak. Pemilih kemudian memperoleh pelayanan yang sama seperti pada pemungutan reguler, termasuk jaminan kebebasan, kerahasiaan pilihan, dan bantuan bagi pemilih yang memang berhak memperoleh pendampingan.

3.Apakah pelaksanaan pemungutan suara susulan akibat banjir berpengaruh terhadap keabsahan hasil Pilkada Deli Serdang secara keseluruhan?

Jawaban: Pemungutan suara susulan tidak dengan sendirinya mengurangi keabsahan hasil Pilkada. Justru mekanisme tersebut disediakan oleh hukum untuk memperbaiki keadaan ketika pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan akibat bencana dan untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap diberikan. Hasil dari TPS susulan kemudian dimasukkan ke dalam proses rekapitulasi bersama hasil TPS lainnya. Keabsahan hasil secara keseluruhan tetap terjaga apabila penetapan TPS, waktu pelaksanaan, daftar pemilih, tata cara, pengawasan, dan dokumentasi telah sesuai ketentuan. Namun, apabila terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur, atau pelanggaran yang memengaruhi hasil, persoalan tersebut dapat menjadi dasar keberatan atau sengketa.

4.Bagaimana KPU Deli Serdang mengantisipasi potensi keberatan, sengketa, atau gugatan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan suara susulan?

Jawaban: Potensi keberatan atau sengketa diantisipasi melalui keterbukaan sejak tahap penetapan. KPU harus menjelaskan alasan dan dasar hukum penundaan, menetapkan jadwal melalui keputusan resmi, serta berkoordinasi dengan Bawaslu dan peserta Pilkada. Kondisi banjir, laporan penyelenggara, hasil verifikasi, pengamanan logistik, pemberitahuan kepada pemilih, dan pelaksanaan di TPS didokumentasikan secara lengkap melalui berita acara, foto, video, formulir, dan laporan resmi. Pengawas dan saksi diberi ruang untuk mengikuti proses secara terbuka. Dengan bukti administrasi yang lengkap dan jejak keputusan yang jelas, KPU dapat memberikan jawaban yang objektif apabila muncul keberatan, laporan pelanggaran, maupun permohonan sengketa di lembaga yang berwenang.

5.Bagaimana KPU Deli Serdang memastikan bahwa pemungutan suara susulan dilaksanakan sesuai prosedur hukum sehingga tidak menimbulkan cacat administratif maupun cacat hukum terhadap hasil Pilkada?

Jawaban: Untuk mencegah cacat administratif dan cacat hukum, KPU menggunakan pemeriksaan berlapis terhadap kewenangan, alasan, prosedur, dan dokumen pelaksanaan. Penundaan harus didasarkan pada laporan resmi dan kondisi faktual, kemudian ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten yang memuat TPS serta jadwal pelaksanaan. Logistik diperiksa dan diamankan, daftar pemilih tidak diubah secara sembarangan, KPPS menggunakan formulir yang benar, dan seluruh pemungutan serta penghitungan dilakukan sesuai PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Kehadiran pengawas dan saksi, berita acara yang lengkap, dokumentasi, kepatuhan terhadap batas waktu, serta rekapitulasi yang transparan menjadi pengaman agar hasil pemungutan suara susulan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
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